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5. KATA PENGANTAR 
 
Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan 
kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya penyusunan 
skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi 
salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Korupsi merusak perekonomian negara dari dalam, sehingga penting 
sebagai akuntan dan auditor untuk mampu mendeteksi dini faktor-faktor yang 
mengindikasikan terjadinya korupsi guna mencegah meluasnya praktik korupsi. Di 
samping itu, tuntutan auditor internal saat ini tidak hanya memastikan kesesuaian 
proses bisnis dengan peraturan tetapi juga harus mampu mencegah terjadinya 
korupsi, menjadikan peran auditor semakin penting dalam pencapaian tujuan 
organisasi. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis menguji faktor-faktor korupsi 
atas program prioritas pemerintah berdasarkan fraud triangle theory agar dapat 
menjadi rekomendasi dalam penyusunan strategi pemberantasan korupsi.   
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan 
tanpa bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas 
Maret Surakarta; 
2. Ibu Dr. Hunik Sri Runing Sawitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta; 
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11. ABSTRAK 
 
PENGARUH AKUNTABILITAS KINERJA, PENDAPATAN REGIONAL 
DAERAH, E-GOVERNMENT, KAPABILITAS AUDIT INTERNAL, 
TANGGAPAN HASIL AUDIT, DAN BELANJA PEGAWAI DAERAH 
TERHADAP KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA 
 
SRIYANTO 
F1315142 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas kinerja, 
pendapatan regional daerah, e-government, kapabilitas audit internal, dan 
tanggapan hasil audit serta belanja pegawai daerah terhadap korupsi di pemerintah 
daerah menggunakan kerangka fraud triangle theory. Penelitian ini 
dilatarbelakangi makin maraknya kasus korupsi dari tahun ke tahun meskipun 
upaya pemerintah untuk menanggulanginya telah dilakukan, sehingga penelitian ini 
berupaya menjawab apakah program prioritas pemerintah yang tengah dijalankan 
sudah selaras dengan strategi pemberantasan korupsi. 
Penelitian ini menggunakan data panel pemerintah kabupaten dan kota di 
Indonesia pada tahun 2010 – 2013 yang dianalisis menggunakan metode regresi 
linier berganda. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa akuntabilitas kinerja dan belanja pegawai 
daerah berpengaruh negatif terhadap korupsi, sementara tanggapan hasil audit 
berpengaruh positif terhadap korupsi. Hasil ini didukung dalam analisis regresi 
tambahan yang dilakukan pada pemerintah kota dan pemerintah daerah di wilayah 
luar Sumatera dan Jawa. Adapun pendapatan regional daerah, e-government, dan 
kapabilitas audit internal tidak menunjukkan pengaruh terhadap korupsi. Sehingga 
penelitian ini memberikan bukti empiris pengaruh akuntabilitas kinerja, tanggapan 
hasil audit, dan belanja pegawai daerah terhadap korupsi pemerintah daerah di 
Indonesia.    
 
Kata kunci: akuntabilitas kinerja, e-government, korupsi, fraud triangle, tanggapan 
hasil audit  
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12. ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF PERFORMANCE ACCOUNTABILITY, REGIONAL 
INCOME, E-GOVERNMENT, INTERNAL AUDIT CAPABILITIES, AUDIT 
RESPONSES, AND PUBLIC OFFICIALS WAGE ON CORRUPTION IN 
LOCAL GOVERNMENT 
(Evidence from Indonesia) 
 
SRIYANTO 
F1315142 
 
The aims of this paper are to examine the effect of performance accountability, 
regional income, e-government, internal audit capabilities, audit responses, and 
public officials wage on corruption in local government using fraud triangle theory 
framework. The increasingly widespread corruption cases even though an 
abundance of government’s programs has been done to overcome them, this 
research seeks to answer whether government’s priority programs are aligned with 
corruption eradication strategy. 
This paper uses local government panel data in Indonesia from 2010 to 2013 
analyzed using multiple linear regression methods. 
The result shows that performance accountability and public official wage 
have a negative effect on corruption, while audit responses have a positive effect 
on corruption. On the other hand, regional income, e-government, and internal 
audit capabilities show no evidence of an effect on corruption. This finding is fairly 
robust in a separate analysis on municipalities and local government outside 
Sumatra and Java. This paper provides empirical evidence that audit responses can 
detect corruption and performance accountability and regional income increases 
can contribute to curbing corruption. 
 
Keywords: audit response, corruption, e-government, fraud triangle, local 
government, performance accountability 
ABSTRACT 
